
71 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
6.1  Kesimpulan 

1. Penerapan Self Assessment System telah dilaksanakan sesuai regulasi 

yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pendaftaran, tahap perhitungan, 

tahap pembayaran, dan tahap pelaporan. Pada kenyataannya, dalam 

tahapan pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan belum dilaksanakan 

secara baik dan benar.  

a) Pada tahap pendaftaran, terdapat wajib pajak yang belum 

mendaftarkan diri secara mandiri.  

b) Pada tahap perhitungan, terdapat wajib pajak yang belum 

menghitung besaran pajak terutang secara mandiri dan masih 

mengandalkan petugas pajak.  

c) Pada tahap pelaporan, terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam 

melaporkan SPTPD dan SKPD yang diperoleh pada saat melakukan 

teknik uji petik. 

2. Sejak tahun 2017-2020 penerimaan pajak hiburan Kota Kupang belum 

mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

kurangnya sosialisasi penerapan Self Assessment System terhadap wajib 

pajak, kurangnya kepatuhan wajib pajak, rendahnya daya beli 

masyarakat, tarif pajak hiburan sangat tinggi, dan dampak dari pandemi 

Covid-19. 
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6.2  Saran 

1. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku 

mengenai penetapan tarif pajak hiburan sehingga wajib pajak dapat 

bersikap kooperatif pada saat proses pemungutan pajak terutang. Banyak 

wajib pajak yang merasa keberatan sehingga menyebabkan wajib pajak 

tidak melaporkan omset pendapatannya sesuai keadaan yang sebenarnya. 

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak mengenai kemudahan dalam tahapan proses pemungutan pajak Self 

Assessment System. Upaya yang dilakukan harus secara efisien dan 

ekonomis. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kemajuan inovatif 

dalam bidang jasa hiburan guna menarik minat investor meningkatkan 

perekonomian daerah serta perlu melakukan evaluasi mengenai penetapan 

target penerimaan dari pajak hiburan. 
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